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TAHUN 2018

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank Perkreditan Rakyat, melindungi
kepentingan Stakeholder dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, maka Bank
Perkreditan Rakyat wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-
prinsip tata kelolaatauGood Corporate Governance (GCG) yang meliputi 5 (lima) pilary aitu
Transparansi  (transparency),  Akuntabilitas  (akuntability),  Pertanggungjawaban
(responsibility), Independensi (Independency), Kewajaran (fairness). Bank Perkreditan Rakyat
secara konsisten dan berkesinambungan berupaya untuk menerapkan prinsip-prinsip Good
Corporate Governance (GCG) telahdisusun Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola atau Good
Corporate Governance sesuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan
Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret
2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat
yang merupakan lembaga keuangan yang menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk
tabungan, deposito dan menyalurkan kembali ke masyarakat yang membutuhkan berupa
pinjaman atau kredit baik jangka pendek maupunj angka panjang. Untuk mencapai tujuan
perusahaan maka Bank Perkreditan Rakyat harus dapat memiliki daya saing yang kuat serta
mampu menjaga kelangsungan usaha dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG secara

konsisten dan berkesinambungan.

Dalam penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat maka Bank Perkreditan Rakyat
Jateng menerapkan 5 (lima) prinsip sebagai berikut :
1. Keterbukaan (Iransparency) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang

material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

o

Akuntabilitas  (Accountability) yaitu  kejelasan fungsi dan  pelaksanaan

pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

(D)

Pertanggungjawaban (Renponsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan
peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.
4. Independensi (Independency) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa

pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
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4. Independensi (/ndependency) vyaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa
pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.

5. Kewajaran (I'airness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak
pemangku kepentingan (stakeholder) vang timbul berdasarkan perjanjian dan

peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 pasal 75 ayat (2)
dan ayat (3) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang
Penerapan Tata Kelolabagi Bank Perkreditan Rakyat.

Laporan Penerapan Tata Kelola sebagai berikut:

I. POKOK - POKOK ISI LAPORAN
Laporan penerapan tata kelola (GCG) paling sedikit terdiri atas:
1.1 Ruang lingkup tata kelola adalah penilaian faktor-faktor yang meliputi:

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi

o =

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

Kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan fungsi komite

a o

Penangananbenturan kepentingan

@

Penerapan Fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern

[

Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern

Batas maksimum pemberian kredit

= @

Rencana bisnis BPR.

[y

Transparansi kondist keuangan dan non keuangan
Bank Perkreditan Rakyat JATENG telah melakukan penilaian sendiri atas penerapan
Tata Kelola dengan posisi per Desember 2018 dan hasil Laporan Penilaian (self
assessment) atas penerapan Tata Kelola BPR Jateng akan disajikan dengan kertas
kerja tersendiri sesuai dengan format dari Otoritas Jasa Keuangan dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dalam Laporan PenerapanTata Kelola ini.

1.2. Kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan/ atau hubungan
keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain
dan/atau Pemegang Saham BPR.

1.3. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan/atau
hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris

lain, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR. W 6
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1.4. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris.

1.5. Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah

1.6. Frekuensi rapat Dewan Komisaris

1.7. Jumlah penyimpangan intern(internal fraud)

1.8. Permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan telah selesai.

1.9. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan

1.10. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik baik nominal maupun
penerima dana.

L.11.Hasil Penilaian (Self Assesment)

IL Uraian dari pokok-pokok Laporan Penerapan Tata Kelola
2.1. Ruanglingkuppenerapantatakelola
a.Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengangkat Direksi atau memperpanjang
masa jabatan Direksi apabila masa jabatan hampir selesai dan mengajukan ke
Otoritas Jasa Keuangan untuk memperpanjang atau mengangkat kembali sesuai
masa jabatan berikutnya. Para Direksi telah memiliki sertifikasi Direksi dan telah
lulus penilaian yang sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 20/
POJK.03/2015 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
Direksi PT BPR JATENG selama menjabat tidak merangkap jabatan sebagai
anggota Dewan Komusaris atau Direksi di salah satu Perusahaan atau lembaga
keuangan yang lain.
Jumlah Direksi sesuai dengan ketentuan modal inti yang kurang dari Rp
50.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), maka wajib memiliki 2 (dua) Direksi.
SusunanDireksi PT BPR JATENGdi tahun 2018 sebagai berikut :

NAMA JABATAN MASA JABATAN

Direktur Utama 12 Maret 2018

Budiman Wijaya merangkap Direktur Fungsi s/d
Kepatuhan 12 Maret 2021

Lindawati

Moestadjap Direktur Bisnis 09 April 2017

s/d
09 April 2020
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Tugas dan tanggung jawab Direksi -

Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yaitu
sebagat berikut :

a.
b.

PT BPRJATENG

Direksi bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan Perusahaan.

Direksi wajib mengelola Perusahaan sesuai dengan kewenangan dan
tanggungjawab sesuai dengan Anggaran Dasar BPR dan Perundang-undangan.
Direksi wajib menyusun dan menetapkan strategis bisnis untuk mencapai
tujuan Perusahaan.

Direksi wajib menerapkan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha pada
seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat
yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, audit ekstern,
hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan.

Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya
kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Direksi telah memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja
anggota Direksi yang mencantumkan etika kerja, waktu kerja dan peraturan
rapat.

Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat

waktu kepada Dewan Komisaris.

FrekuensiRapatAnggotaDireksi

Topik atau materi rapat selama tahun 2018 sebagai berikut :

No Bulan Agenda Rapat

i 02 April 2018 Pembahasan untuk acara aquaponik dan

renovasi gedung It 3 kantor pusat

2 02 Juli 2018 Evaluasi kinerja triwulan II, Pembahasan
NPIL. yang terselesaikan semester II,

Rencana penurunan NPL semester III

3 02 September 2018 Evaluasi kinerja triwulan 111

Pembahasan persiapan penyusunan RBB
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tahun 2019
4 05 November 2018 Pembahasan RBB Final dan persiapan
Literasi tahun 2019

b. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengangkat Dewan Komisaris atau
memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris apabila masa jabatan
hampir selesai dan mengajukan ke Otoritas Jasa Keuangan untuk memperpanjang
atau mengangkat kembali sesuai masa jabatan berikutnya. Dewan Komisaris telah
memiliki sertifikasi dan telah lulus penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit and
proper test) yang sesuai dengan ketentuan OJK tentang Penilaian Kemampuan dan
Kepatutan dan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor
20/POJK.03/2015 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
Komisaris Utama dan Komisaris merangkap sebagai Komisaris di BPR lain yang
masih satu group dengan PT BPR JATENG.
Jumlah Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan modal inti yang kurangdari
Rp.50.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), maka wajib memiliki 2 (dua)
Komisaris.

SusunanDewan Komisaris PT BPR JATENG di tahun 2018 sebagai berikut

NAMA JABATAN MASA JABATAN

FX Soewardi WP * Komisaris Utama 22 Januari 2016
s.d
22 Januari 2019
Dra Ekawati Komisaris 31 Mei1 2018
s.d
31 Mei 2021

* Komisaris Utama telah diperpanjang melalui RUPS sesuai akta notaris nomor 52
tanggal 15 Januari 2019 dan disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan vide surat

Nomor 036/SMG/1/2019, tanggal 25 Januari 2019 untuk masa jabatan tahun

2019 s/d 2022. y &
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* Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

a.

Memastikan terselenggaranya Penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan
usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

- Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
Melaksanakan pengawasan tethadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab
Direksi serta memberikan nasehat ke Direksi agar tidak melakukan perbuatan
yang merugikan BPR. |

Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis
BPR.

Memastikan Direksi menindak lanjuti temuan dari audit dan rekomendasi dari
audit ekstern, hasil pengawasan Dewan Komusaris, Otoritas Jasa Keuangan
dan / atau otoritas lainnya.

Memberitahukan adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan di
bidang keuangan/perbankan dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat
membahayakan kelangsungan usaha BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan.
Melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja antara lain mengenai etika kerja,
waktu kerja dan peraturan rapat.

Menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara

optimal.

¢. Kelengkapan dan Pelaksanaan tugas atau Fungsi Komite.

Komite akan mendukung efektivitas Direksi dan Dewan Komisaris namun sesuai

dengan ketentuan Bank Perkreditan Rakyat yang memiliki modal inti kurang dari
Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), maka PT BPR JATENG belum

membentuk Komite Audit maupun Komite Pemantau Risiko.

d. Penanganan benturan képentingan.

Ter

adinya perbedaan antara kepentingan ekonomis BPR dengan kepentingan

pribadi Direksi, Dewan Komisaris, atau pihak yang terkait dengan BPR sehingga

dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Direksi dan Dewan Komisaris harus

mendahulukan kepentingan ekonomis BPR daripada kepentingan pribadi, keluarga

atau lainnya. Untuk itu benturan kepentingan di usahakan untuk di hindari karena

dapat mengurangi keuntungan atau menimbulkan kerugian bagi Perusahaan.
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e. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, dan Audit Ekstern.

Dalam penerapan Fungsi Kepatuhan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif
Manajemen Risiko dan Kepatuhan yang bertanggung jawab langsung kepada
Direktur Utama yang membawahi fungsi kepatuhan. Penyusunan Laporan
Kepatuhan akan di buat dan di laporkan ke Direktur Utama yang membawahi
kepatuhan secara berkala. Dalam penerapan kepatuhan, PE Kepatuhan memastikan
BPR patuh akan peraturan dari otoritas jasa keuangan dan peraturan perundang-
undangan lainnya.Selalu mengingatkan ke devisi lain yang membuat dan mengirim
laporan baik ke OJK, PPATK maupun LPS sehingga dapat meminimalisir
terjadinya keterlambatan dalam pengiriman laporan dan sanksi  denda yang
dikenakan oleh Otoritas Jasa Keuangan baik sebagai akibat dari kesalahan dan atau
keterlambatan penyampaian laporan.
Dalam kredit PE Kepatuhan dan manajemen risiko tidak masuk di komite kredit
namun ikut dalam pengecekan calon debitur komite kredit untuk menjalankan
fungsinya untuk mencegah di ambilnya keputusan yang melanggar kepatuhan.
Penerapan audit intern telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
dengan melakukan pemeriksaan secara berkala dari semua unit kerja dan hasil
audit yang berupa Laporan Bulanan tersebut di laporkan ke Direksi Utamadan
Dewan Komisaris.
Pejabat Eksekutif dan staf audit intern dalam pelaksanaan tugasnya meliputi
pemeriksaan pencairan kredit bulan sebelumnya dan jaminan dari masing-masing
unit kerja, pelaporan hasil pemeriksaan serta pengawasan telah di dukung dengan
pedoman kerja yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
PT BPR JATENG telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs Soeroso
Donosapoetro untuk melakukan audit eksternal Sesuai dengan Surat Perjanjian
Kerja dari KAP nomor 32/KA-LK/X11/2018, maka pada bulan Januari 2019 telah
melakukan auditkeuangandengan posisi Desember 2018, pemeriksaan tersebut
untuk menilai kewajaran Laporan Keuangan BPR JATENG tahun 2018 sesuai
dengan ketentuan SAK-ETAP. Hasil penilaian dari Kantor Akuntan Publik dari
Akuntan Publik Drs Soeroso Donosapoetro di tuangkan dalam Laporan Auditor
Independen berupa Laporan Keuangan dan Management Letter dan telah di
laporkan ke Otoritas Jasa Keuangan. )V
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Dalam melakukan pemeriksaan dilakukan secara independen dan profesional, telah
bertindak obyektif dalam melakukan audit Cakupan hasil audit telah sesuai dengan

ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

f. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern.
Dalam menerapkan manajemen risiko PT BPR JATENG sesual dengan ketentuan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 03 November
2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko, maka PE Manajemen Risiko
bertanggungjawab sepenuhnya ke Direktur Utama yang membawahi Kepatuhan
dan Manajemen Risiko. PE Manajemen Risiko menyusun laporan secara berkala
dengan melakukan penilaian dan pengukuran dan mengendalikan risiko yang
timbul.Penilaian dalam penerapan manajeman risiko ada 3(tiga) risiko yaitu risiko
kredit, risiko operasional dan risiko kepatuhan dengan metode pengukuran risiko

secara kuantitatif dan kualitatif

g. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) adalah batasan Bank Perkreditan
Rakyat JATENG dalam penyaluran kredit, sesuai peraturan otoritas jasa keuangan
no. 49/POJK.03/2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank
Perkreditan Rakyat BPR JATENG dalam penyaluran kredit tidak melampaui atau
melanggar dari ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit. Penyaluran Kredit

dilakukan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan yang telah diatur.

h. Rencana Bisnis BPR

Rencana Bisnis BPR (RBB) merupakan target sasaran baik secara kualitatif dan
kwantitatif yang telah disusun dalam jangka pendek (1 tahun), jangka menengah (3
tahun) ke depan. Target Kualitatif merupakan sasaran yang dinyatakan dalam
kebijakan strategis, sedangkan target kuantitatif merupakan sasaran vang
dinyatakan dalam besaran angkabaik berupa proyeksi keuangan sampai tiga tahun
ke depan.

Rencana Bisnis Bank tahun 2018 telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan, di

tahun 2018 ada beberapa yang dapat tercapai target dari yang sudah di tetapkan.
namun ada yang mengalami penurunan namun tidak signifikan. D/ @
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1. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan
Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 48/POJK.03/2017 tentang
transparansi kondisi keuangan Bank Perkreditan Rakyat, maka PT BPR JATENG
telah menerapkan transparansi kondisi keuangan dengan membuat Laporan
Keuangan Publikasi posisi akhir Maret, Juni, September dan Desember yang terdiri
dari Laporan Neraca & Laba Rugi, Laporan Komitmen Kontijensi Publikasi,
Kualitas Aktiva Produktif (KAP) & Informasinya lainnya. Pelaporan bulan Maret,
Juni, September, Desember terpasang di papan pengumuman baik di kantor pusat,
kantor cabang dan kantor kas. Untuk bulan Desember selain di umumkan di papan
pengumuman juga di umumkan di media massa.Dengan demikian Bank telah
melakukan transparansi informasi kondisi keuangan perbankan kepada masyarakat.
PT BPR JATENG telah melakukan transparansi produk Bank dengan membuat

brosur, pemasangan iklan di radio, sosial media sehingga produk PT BPR

JATENG semakin dikenal oleh masyarakat.

J. Kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan/ atau hubungan

keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain

dan/atau Pemegang Saham BPR.

Susunan Pengurus dan Pemegang Saham

Susunan pengurus yang tercatat dalam administrasi Bank Perkreditan Rakyat
JATENG adalah sebagai berikut :

PENGURUS
JABATAN NAMA
Komisaris Utama FX Soewardi WP
Komisaris Dra Ekawati
Direktur Utama Budiman Wijaya,SH,M.Kn
Direktur Lindawati Moestadjap, SE

Laporan Penerapan Good Corporate Government
PT BPR JATENG



PEMEGANG SAHAM

DIREKSI KEPEMILIKAN HUBUNGAN
SAHAM KELUARGA

Budiman  Wijaya, SHMKn / Nihil Ada
Direktur ~ Utama  merangkap
Direktur yang membawahi Fungsi
Kepatuhan
Lindawati Moestadjap,SE/Direktur
Bisnis Nihil Nihil

Seluruh anggota Direksi dan tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan
kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota
Dewan Komisaris, namun Direktur Utama ada hubungan keluarga dengan

Pemegang Saham.

k. Kepemiiikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan
dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota

Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR.

DIREKSI KEPEMILIKAN HUBUNGAN
. SAHAM KELUARGA
FX Soewardi WP / Komisaris Nihil Nihil
Utama
Dra Ekawati/ Komisaris Nihil Nihil

Dewan Komisaris tidak ada hubungan keuangan, hubungan keluaraga anggota

Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham.

. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan

g

Komisaris yang di tetapkan berdasarkan RUPS.
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Sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham, remunerasi dan fasilitas untuk

Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut :

DI TERIMA DALAM 1 (SATU) TAHUN

JENIS REMUNERASI
DAN FASILITAS LAIN DEWAN KOMISARIS DIREKSI
NOMINAL ORANG NOMINAL ORANG
Rem_unerasi Rp 347.472.000,- 2 Rp 782.880.000,- 2

Fasilitas yang diterima

tidak dalam bentuk | Fasilitas yang diterima Fasilitas yang diterima

uang (perumahan, berupa asuransi berupa transportasi,
transportasi, asuransi kesehatan (BPJS) asuransi kesehatan
kesehatan (BPJS)

m. Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah.
Yang dimaksud gaji adalah hak pegawai yang di terima dalam bentuk uang sebagai
imbalan kepada pegawai atau karyawan yang sudah di angkat menjadi karyawan
tetap termasuk tunjangan, uang makan dan uang premium yang di terima setiap
bulan.

Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah dalam skala perbandingan.

Rasio _

Skala Perbandingan
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah 4,06 : 1
Rasio gaj1 Direkst yang tertinggi dan terendah 1,24 : 1
Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah 1,10: 1
Rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi 233:1
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan Pegawai 3011
tertinggi

n.  Frekuensi rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi walaupun di jadwal m/igi/lal 1 (satu) kali

{
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dalam 3 (tiga) bulan namun Direksi dan Dewan Komisaris berusaha mengadakan

rapat secara terjadwal untuk melakukan evaluasi kerja bulanan dan rapat tersebut

di hadiri seluruh Dewan Komisaris, dan dari hasil rapat tersebut telah di buat

risalah dan di dokumentasikan dengan baik.

Topik atau materi rapat selama tahun 2018 sebagai berikut -

No Pelaksanaan Rapat Agenda Rapat
1 06 Januari 2018 Evaluasi kinerja tahun 2017
2 12 Maret 2018 Evaluasi kinerja Februari 2018
3 16 April 2018 Evaluasi kinerja triwulan I
4 10 Juli 2018 Evaluasi kinerja triwulan 11
5 05 September 2018 Evaluasi kinerja Agustus 2018
6 12 November 2018 Evaluasi kinerja Oktober 2018

0. Jumlah penyimpangan intern (internal fraud) yang terjadi dan upaya penyelesaian

oleh BPR

Selama di tahun 2018 tidak terjadi adanya fraud yang di lakukan Karyawan PT BPR

JATENG

baik di kantor Pusat, kantor cabang maupun di kantor kas.

Jumlah Kasus yang dilakukan
Fraud dalam 1 Direksi | Dewan Pegawai  Tetap | Pegawai Belum
Komisaris Tetap
tahun Tahun | Tahun Tahun Tahun | Tahun Tahun
sebelum | laporan sebelum | laporan | sebelum laporan
nya nya nya
Total Fraud telah | Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil
di selesatkan
Dalam proses | Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil
penyelesaian  di
Internal BPR
Belum di | Nihl Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil
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“ upayakan

proses hukum

penyelesaiannya
Telah  ditindak | Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil
lanjuti melalui

p. Permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan telah selesai.

Permasalahan Hukum Jumlah

Perdata Pidana
Telah selesai mempunyai - -
kekuatan hukum yang tetap)
Dalam proses penyelesaian 1 Kasus -
Total 1 Kasus -

q. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Para pengurus PT BPR JATENGberusaha untuk menghindari terjadinya benturan

karena benturan tersebut akan menimbulkan kerugian bagi Perusahaan. Namun bila

ada transaksi yang mengandung benturan maka Direksi dan Komisaris akan duduk

bersama untuk mencari solusi dengan mengesampingkan kepentingan pribadi dan

mengedepankan kepentingan bersama supaya tidak menimbulkan kerugian bagi

perusahaan.
No | Nama dan jabatan pihak| Nama dan| Jenis Nilai Keterangan
Yang memiliki benturan| Jabatan Transaksi | Transaksi
kepentingan pengambil (Jutaan
keputusan Rupiah)
1 Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil
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r. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik

Penyaluran dana sosial untuk kegiatan dan bantuan sosial tahun 2018 sebagai

berikut :
No Penerima Dana Nominal
1 Bantuan untuk korbanbencana di NTB Rp 1.600.000,-
2 Bantuan untuk korban bencana di Palu Rp 1.000.000.-
3 Bantuan untuk anak yatim Rp 1.000.000,-

Sedangkan untuk kegiatan politik selama tahun 2018 tidak memberikan bantuan.

s.  Hasil Penilaian (Self Assesment)

KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESMENT
PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERMENT
PT BPR JATENG
Periode Desember 2018

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola

Nilai Komposit Peringkat Komposit

1,81 Baik

Analisis

A, Struktur Tata Kelola
FaktorPositif

1. Direksi di PT BPR JATENG berjumlah 2 (dua) orang dan Dewan Komisaris juga

berjumlah 2(dua) orang.

2. Direksi dan Dewan Komisaris telah memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib
Kerja.

3. Penanganan benturan kepentingan akan di musyawarahkan bersama dan benturan
kepentingan akan di hindari sehingga tidak menimbulkan kerugian pada Perusahaan.

4. Fungsi Kepatuhan yang dibawahi Direktur Utama akan menerapkan tata kelola dan
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kepatuhan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

5. Audit Intern telah melaksanakan pengawasan dan pengamanan dengan melakukan
pemeriksaan secara berkaladanbertanggung jawabkepadaDirekturUtama

6. Auditor ekstern telah melakukanpemeriksaandanmelaporkan hasil audit ke Otoritas Jasa
Keuangan

7. Selama ini tidak ada pelanggaran dan pelampaun BMPK.

8. Rencana Bisnis BPR akan disusun sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan POJK No.
37/POJK.03/2016 dalam bentuk renacana bisnis yang merupakan rencana strategi Bank
dalam meraih target yang sudah direncanakan. |

9. Transparansi kondisi keuangan telah sesuai denganPeraturan Otoritas Jasa
Keuagannomor 48/POJK 03/2017.

FaktorNegatif

1. Kepatuhan dari  masing-masing unit kerja perlu ditingkatkan sehingga budaya

patuhakan peraturan akan lebih membaik.

2.

Direksi sudah sepenuhnya membudayakan pembelajaran ke seluruh karyawan sehingga
biaya pndidikan lebih tinggi dari anggaran pendidikan 5% dari biaya pegawai yang

sudah di targetkan di Rencana Bisnis Bank.

B. Proses Penerapan Tata Kelola

FaktorPositif

1. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan
tanggungjawab Direksi.

2. Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan
pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

3. Seluruh pengurus berusaha menghindari adanya benturan kepentingan yang akan
mengakibatkan kerugian dana pabila terjadi benturan kepentingan segera dilakukan
pembahasan.

4. Pelaksanaan audit intern dan eksteren dilakukan sesuat ketentuan

5. Dewan Komisaris telahmemiliki dan melaksanakan pedoman dan tata kerja

6. PT BPR JATENG telah transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non
keuangan.

7. Rencana Bisnis Bank yang disusun telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.

Laporan Penerapan Good Corporate Government /
PT BPR JATENG ]
' \




FaktorNegatif
1. Masih dilakukan evaluasi dan review kebijakan dengan menyesuaikan ketentuan dari
otoritas jasa keuangan. | |

2. Rencana Bisnis Bank yang telah disusun dalam pelaksanaan menyesuaikan dengan

perkembangan perekonomian,

C.  HasilPenerapan Tata KelolaF aktorpositif

1. Direksidan_DewanKomisaristi.dakme]anggarketentuan yang berlaku

b

Audit intern dan audit eksterntelahmenyj alankanfungsisecaraindependendan
obyektif .

3. Tidak ada pelanggaran dan pel ampauan BMPK

Faktornegatif

I Masth terdapat temuan vang bersifat administrative dan segera dilakukan pembenahan

dan pembenaran.

Dari hasil penilaian sendiri atau self assesment atas pelaksanaan tata kelola di tarik kesimpulan
bahwa penerapan tata kelola telah di terapkan dengan dengan score 1,81 sehingga tingkat

komposit baik dan akan selalu di lakukan ditingkatkan agar menjadi lebih baik lagi.

Laporan Penerapan Tata Kelola BPR yang mengacu pada prinsip “TARIF” pada dasarnya
merupakan seluruh proses kerjaBPR JATENG selama I(satu) tahun melalui pendekatan
pemberdayaan seluruh Sumber Daya Manusia vang ada di BPR JATENG sehingga

mengupayakan tidak terdapat data/informasi strategis dan signifikan yang tertinggal.

Semarang, 26 April 2019
PT Bank Perkreditan Rakyat Jateng

FX Soewardi WP Budiman Wijava, SH.M.Kn

Komisaris Utama ' DirekturUtama dan DirekturKepatuhan
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